
I terriak , tcrriak potong, hewan kesaya ngan clan 

bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib; 

dan rnasyarakat yang aka n 

pcrna sukan dan perigeluaran bibiL 

pe ngusaha 

mclaku ka n 

para pcdagang, ter nak, schingga aktifitas 

. 
perigaturan pem~sukan dan pengeluaran bibi t 

ternak, ternak p.otong, hewan !cesayangan clan 

bahan aaal hewa n , diper'Iukan pedoman yang . 
mengatur lalu lintas dun tata niaga h ewan atau 

bahwa sebagai upaya pengendalian clan b. 

me nular, me nja rnin mutu hewa n demi . 
kclanju tan produk si hewan , serta pcngcridal ia.n 

percdara.n baharr pa.ngan asal hewan di dacrah, 

perlu adanya pengeridalian dan pcngaturan 
pemasukan dan perigeluaran bibit ternak, ternak 
potong, hewan 'ke sayangan dan bahan asal 

hewan : 

hewan , perigendalian penyakit day a 

a. bahwa dalarn Mcnimbang 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA E~SA 

BUP/\Tf NG,\DA 

• 
PERATUR.AN BUP,\TI NGADA. 

NOMOR 33 TAH~N 2017 

TENTANC 

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN B181T TERNAK, TERNAK POTO NG, 

HEW.AN KESAYANGAN, DAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN 

NG ADA' 

BUPATI NGADA 

PROV1NSI NUSA TENGGARA TIMUR 

.. ! 

~ ·"' 



Tahun 201,q 'l'arnbahan Le mbara n Negara 

Repu blik Indonesia Norn or 5015); 

Tahun 2009 ten tang Peternakan da n Ke seh a ta 11 

Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
I 

I 

1. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 ten tang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-d aerah Tingkat I Bali, Nu sa 

Te nggara Barat d an Nusa Tenggara Timur 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia T'ahu n 
I 

1958 Nomor 122,' Tarnbahan Lernbar an Negara 

Republik Indonesia Nomor 1665); 

2. Undang-Undang '. Nomor 16 Tahun 1992 

tentang Karantin1 Hewan, Jkan dan Tumbuhan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 

1992 Nomor 56, 'Ta.mbahan Lembaran Negnra 
' - 

Repu blik Indonesia Nomor 3482); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Pcterriakan dan :Kesehatan Hewan (Lcrnbara n 

Negara Rcpublik l .idoncsia Tahun 2009 Nornor 8) 

sebagairna na reJ~,h diubah dcngan Unriang 

undang Nomor 41 Tahun 2014 ten tang 

·: t: :., :-'~ruhahan Atas, Undang-undang Nomor 18 

dimaksud dalam · h uruf a dan huruf b, pcrlu 

rnenctapka n Peraturan Bupati ten tang 

Pcrna suka n clan· Pengcluaran Bibil Tcrnak , 

Tcrnak Potong, Hewan Kcsayangan dan Bah a n 

AsRI Hewa n di Kabupaten Ngada. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. 

Merigingat 



tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, 

Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4002); 

8. 

tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3103); 

7. Pera tu ran Perneriritah Nomor 22 Tahun 1983 

ten tang Kesehatan Masyarakat Veteriner 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 28,: Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3253); 

Peraturan Perner.ntah Nomor 82 Tah un 2000 

.1, .... 

6. 

tentang Pcnolakan , Pencegahan, Pernberanrasan 

dan Perigobatan '. Penyakit Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 

20, Tarnbahan '. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 310 l); 

Peraturan Perncrin tah Nomor 16 Tahun 1977 
I 

telah ubahkan beberapa kali, terakhir dcngan 

Undang-undang Nornor 9 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014' tentang Pemerintah 

Daerahtl.ernbaran · Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pernerin tah Nomor 15 Tah un 1977 

..... ~ ...... ./j,._ • 

_.-''+. undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenlang 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagairnana 
I 



' Di J<ADUPATEN. NC'rADA. 

PERATURAN BUPATl TENTANG PEMASUKAN DA! 

PENGELUARAN BIBIT TERNAK, TERNAl< POTONG, 

HEWAN KESAYANGAN, DAN BAHAN ASAL H ~WAN 

MEMUTUSKAN: 

. 
dan Tata Cara: Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih, BibiL Terria k , dan Ternak Potong; 

1 :3. Peratura n Daerah Kabupaten Ngada 3 Tah u n 

2014 tentang . ~etertiban Umum (Lembaran 

Daerah Kabupate n Ngada Tahun 2014 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada 

Nomor 3); 

07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syara t 

Men Leri Norn or Pertanian 12. Peraturan 

5543); 

11. Pera tu ran Men ter: Pertanian Nomor 381 / l<pls/ 

OT. 140/ 10/2005 Tahun 2005 tentang Pcdorna n 

Sertifikasi Kontrol \/eteriner Unit Usaha Pangan 

Asal Hcwan; 

.... , .... cnyakit Hewa n, (Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun' 2014 Nomor 130, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
' 

... _ - . ' 

10. 

9. Peraturan Perner intah Nomor 95 Tahun 2012 

tcntang Kcschatan Masyaraka t Veteriner da n 

Kesejahu-raa n .Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2014, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5356); 

Peraturan Perr.erin tah Nomor 47 Tahun 2014 . 
tentang Pengendalian dan Penangguiangan 

Merietapkan 

;_ 



• 
bahan pangan dan non pangan yag berasal dari hasil produksi 

hewan seperti daging, susu, telur, 'kulit, tanduk, tulang, darah, 

dan bulu. 

10. Hewan kcsnyangan ad ala h hewan .Y~.ng dipelihara ka re na hobi 

atau kesenangan. 
11. Ternak non produktif adalah ternak be sar betina non produktif 

berurnur diatas 8 (delapan) tahun atau majir. 

12. Ternak rnajir adalah ternak yang 'tidak produktif lagi yang di 

buktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (Sl<SR) 

dari dokter hewan berwenang. 

13. Pemasukan Bibit ternak, Tcr na k po~ong, Hewan kesayarigan dan 

BAH adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Bibit 

terriak, Ternak potong, Hewan kesayarigan dan BAH ke dalam 

wiiayah Kabupaten Ngada. 

,.I 

. 
(semen), sel (oocyt), telur tetas, dan c mbrio . . 

8. Ternak potong adalah ternak yang dipeliharan untuk 

merighasilk.. ~ tl:-::ing untuk mem?nuhi kebutuhan gizi dan 

bernilai ekonorni. 

9. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAI-! adalah 

Pa sal 1 , 

Dalam pe ra tur a n ini yang dirnaksud de ngan: . 
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.· , 

2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupatcn Ngada 

3. Bupati ad alah Bupati Ngada, 

4. Dirias Peter nakan adalah Dirias Peter nakan Kabupatcn Ngada. 

5. Kepala Dinas Peternakan adalah' Ke pala Dinas Peterriakan 

Kabupaten Ngada. 

6. Hewan adalah semua mahluk 'hidup yang termasuk di 

dalam fauna, baik yang l~idup di dar at, dan atau di air, clan 

at.a u di uclara, baik yang dipe,lihara, diternakkan, maupun 

yang hidup sccara liar. 

7. Bi bit ternak adalah semua pernuliaan ternak yang berupa mani 

BAB l 

KETENTUt\N lJMUM 



Pa sal 2 ' 

Pengaturan pedoman pemasukan dan pengeluaran Bibit ternak, Ternak 

potong, Hewan kesayangan dan BAH dalarn peraturan ini mernpuriyai 

maksud: 

DAB !I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

•• •. & 

• 

berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka 

wilayah pelayanan kesehatan hewan di penyelenggaraan 

kerjanya. 
,. 
\• 

berkaitan dengan keadaan Iisik dan mental hewan menurut 

ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan 

ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang 

atau badan hukum yang tidak ·. Iayak terhadap hewan 

termasuk hewan yang dimanfaatkan .manusia. 

18. Dokter hewan berwenang (accredited vetenarian) adalah dokter 
I 

hewan yang di tunjuk olch Bupat: se suai kewenangannya 

yang urusan adala.h .scgala hew an 1 -1. Kesejah leraan 

berpotensi menularkan penya.kit hewan ke hewan lainnya at.au 

manusia seperti anthrax, brucellosis. ngorok/ SE, surra, flu . . 
burung, PMK, rabies, dan scbaga.nya 

16. Holding Ground adalah bar.guria n at.au Lempat dcngan scgnla 
I 

fasilitasnya yang digunakan untuk penarnpungan scrncn tara 

terriak yang akan dikirirn keluar dacrah maupun masuk 

da larn daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong 

untuk industri/perusahaan rurnah ' potong hewan. 

14. Pengeluaran Bi bit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan 

BAH adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Bibit 
' ter nak, Terriak potong, Hewan kesayangan dan BAH ke luar 

wilayah Kabupate n Ngada. 

15. Penyakit. hewan menular adalah 'penyakit hewan bcrba haya 

(infeksius) yang disebabkan oleh mikroorganisme yang . 



Pasal 4• 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini rne ngatur tentang perriasukan dan 

pengeluaran Bibit ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH 

yang meliputi syarat-syarat dan tata c,ara pemasukan dan pengeluaran 

Bibit ternak, Ternak potong, 1-fewan kesayangan dan BAH,Pcmbiayaan 

dan pengawasan. 

BAB Ill 

RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Perigaturan pedoman pemasukan dan p~n~cluaran Bibit ternak, Terria k 

potong, Hewan kesayangan dan BAH dalam peraturan ini bertujuan: : 

'"\. mengendalikan pemasukan dan perigeluaran Bibit ter nak , Ter na k 

potong, hewan kesayangan dan BAH agar be bas dari penyakit hewa n 

menular; 

b. pcnertiban adrninistrasi dc111 tek nis pcmasukan dan pcngeluara n 

Bibi t ternak, Ternak po long, hew an ~e·,ayangan dan 13AH di wi laya h 

Kabupaten Ngada; dan 

c. menjamin agar setiap pemasukan dan pcngeluarun Bibit tc r n a k , 

Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH bebas dari pe nya kit 

hcwan merhilar. 

a. scbagai acuan dalam perigawasan pemasukan d an pcngeluaran 

BibiL ter nak, Tcrnak potong, Hewa n kesayangan dan BAH di wilaya h 

I<abupaten Ng2·~·:u,' ..,._ 
• 

b. sebagai acuan dalarn periertiban pelaksanaan sistem lalu lintas terriak 

di wilayah Kabupateri Ngada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



. 
Pasal 6 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Pcrriasukan Bibit 

ternak, Ternak potong, Hewan kesayangan dan BAH harus memenuhi 

persyaratan aciministrasi dan tek nis serta mengikuti ketentuan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan. 

Bagi an Kcd ua 

Syarat-syara l Pemasukan Bi bit. tcrnak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan 

dan BAH 

. 
potong, Hewan kesayangan dan BAH ke luar Daerah. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud 
0pada 

ayat ( 1) adaJah : 

a. Rekomendasi pemasukan urituk pernasukan dan perigeluaran Bibit 

terriak, Tcrnak potong, Hewan kesayangan dan BAH yang masuk kc 

dalam Daerah; dan 

b. Rekomendasi pengeluaran untuk pengeluaran Bibit tcrnak, Terriak 

. r> ,_ ....... 

. 
Pasal 5. 

(1) Pemasukan dan pengeluaran Bibit :ternak, Ter nak potong, Hewan 

kesayarigan dan BAH dapat dilakukan oleh perorangan atau bada n 

hukum. 

(2) Pemasukan dan pe ngeluaran Bi bit · ternak, Ternak potong, Hewan 
kesayangan zl.-,·~. QA.H sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat ,·' . . 
dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan. 

Bagian K:,s~t1~ 

Urn um 

I 

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BJB;T TERNAK, TERNAK POTONG, 
HEWAN I<ESAYANG/.N DAN BAH 

BAB IV. 



Pasal 
08 

(l) Setiap orang a tau badan hukum xang melakukan Pcngeluaran Bibit 

ternak, Tcrriak potong, H cwan kesaya ngan dan BAH harus me menu hi 

persyaratan adrninistrasi dan teknis . . 
(2) Setiap orang a tau badan hukurn yang mengeluarkan Bi bit ternak 

harus memperhatikan kelestarian gcnetik di dalam Daerah. 

Bagian Ketiga 

Syarat-syarat Pengcluaran Bibit ternak, Terriak Potong, Hewan 
' 

Ke sayangan ?an BAH 

. ' 

Janjut oleh Kepala Dinas Peternakan scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-unc::.'"'t ~8 ,., 

Syarat teknis Pemasukan Bibit terriak, Temak potong, Hewan kesayangan .. 
dan BAH sebagaima..na dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) ditetapkan lebih 

Pasal 7 

(2) Persyaratan administrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l) yang 

berlaku bagi : 

a. perorangan, meliputi : 

1. Kartu Tanda Penduduk; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWf;'); 

3. rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan; dan 

4. eyarat-svarat lain yang dilentukan oleh Dinas Peternakan . . 
b. padan hukum, meliputi : 

1. Kartu Tanda Pendurluk; 

2. Sural lzin Usaha Perdagarigan (S!UPJ; 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW.P); 

4. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STOP); dan 

5. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas Peternakan. 

(3) Syarat-syarat lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a angka 

4 dan huruf b angka 5 ditcts pkan ole~ Kepala Dinas Peternakan. 



' Syarat teknis Pengeluaran, Ter nak potorig, Hewan kesayangan dan BAH 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), meliputi : 
a. syarat teknis pengeluaran Ternak potong yaitu : 

1. telah diistirahatkan minimal 1 (satu) hari di Holding Ground sebagai 
upaya Kesejahteraan hewan; 

2. sehat dan bebas Penyal.it hewan menular yang dinyatakan oleh 
Dokter hewan berwenang; 

3. syarat berat sapi : 275 kg, xerbau: 375 kg dan kuda 160 kg ; 
4. khusus terriak belina majir dilarnp irkan dengan Surat Keterarigan . 

Status Reproduksi (SKSR) dari Do;kter hewan berwenang; dan 
5. pemberian tanda layak dikeluarkan 

( 
'•\:• ... 

Pasal 10 

' (2) Syarat-syarat lain scbagairnana dirnak sud pada ayat ( l) huruf a angka 
4 dan huruf b angka 5 d itetapkan oleh Ke pala Dinas Petcrnakan. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pasal 9 
( 1) Persyaratan administrasi sebagairnana dirnaksud pad a ayat ( 1) yang 

berlaku bagi : 

a. perorangan meliputi : 
1. Kartu Tanda Penduduk; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3. rekomendasi teknis dari Dinas Pcternakan; dan 
,4. syarat-syarat lain yang di ten tukan 'oleh Din as Peternakan. 

b. badan hukum meliputi : 
1. Kartu Tanda Penduduk; 
2. Surat Jzin Usaha Perdagangan (SJUP); 
3. Nornor Pokok Wajib Pajak (NPW\); 
4. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STOP); dan 
5. syarat-syarat lain yang di ten tukan oleh Din as Peternakan. 

\·· 



. 
dan pengeluaran Bibit ternak, Terriak potong, Hewan kesayangan d an 

BAH harus menyampaikan permohohan ke Dinas Peternakan dengan 

melampirkan persyaratan administrasi clan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pa Jal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Pera tu ran ini. 

' (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pemasukan 
Pasal 12 

Bagian Keernpat 

Tata Cara Pernasukan dan Pengeluaran Bibit ternak, Ternak Potong, 

Hewan Kesayangan dan BAH 

Pasal 11· 

( 1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengeluarkan Tcr na k 

potong harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ternaknya di 

Holding Ground yang dilakukan oleh Lim perneriksa dari Dinas 

Peternakan. 

(2) Pcmeriksaan Ternak potong dihcntikan apabila: 

a. waktu jam kerja tel ah sele sai; 

b. pelaku usaha tidak kooperatif;danj.atau 

c. pelaku usaha dengan sengaja mcrnberikan rrunum sccara pa ksa 

dan berlebihan sampai melewati batas kemampuan minum tcrriak 

untuk menaikkan berat badan terriak. 

b. syarat teknis pengeluaran Hewan kesu;;1angan yaitu : 

1. sehat dan bebas Penyakit hewan :menular yang dinyatakan ole h 

Dokter hewan berwenang; dan · ; 

2. memiliki tempat khusus baik pengangkutan maupun kandang 

khusus se~-t6a.1 upaya Kesejahteraa n newan bagi hewan kecil. 

c. syarat tcknis pengeluaran BAH yaitu : 

1. sehat berdasarkan hasil perncriksaan Dokter hewan berwenang; 
,c;lan 
I 

2. merneriuhi syarat Kesehatan M asyarakat Veteriner (I<ESMAVET). 

,· 



Pasal 15 

Segala pembiayaan yang berkaitan derigan teknis operasional pemasukan 

dan pengeluaran Bibit Ternak, Ter nak Potong, Hewan Kesayanagan dan . 
BAH dibebankan pada Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VJ . 
PEMBIAYAAN 

- 
(2) Dalam melaksanakan pengawasan scbagairnana dirnaksud pada ayat 

( 1) Dinas Peternakan dapat berkoordinasi dengan dinas yang 

me ngurus: bidang peternakan kabupatcn lain dan Dirias Pcterriakan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur atau mstansi-instansi terkait lainnya 

Pasal 14, 

(1) Pengawasan terhadap pernasukan dan pengeluaran Bibit ternak, 

Ternak potong, Hcwan kesayangan dan BAH dilakukan oleh Diria s 

Peternakan dengan membentuk tirn terpadu dan tim satgas yang 

ditetapkan ole h Bupati. 

BAB V 

PENG/\ WASf\N 

- . \ .. • <:,.. ,,., 

Tata cara pemasukan dan pengcluarari Bibit ternak, Ternak potong, 

Hewan kesayangan dan BAH secara tek nis operasional diatur lebih la njut 

olch J<cpala Dinas Peternakan. 

Pasal 13' . 

(2) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya mcncanturnkan : 

a. nama/nama perusahaan, 

b. alamat/ alamat pcrusahaan: 
c. daerah asal; 

d. daerah tujuan; 

e. tanggal pemasukan/pengeluaran; dar. 

f. je nis, kualitas, dan pcrunrukan. 
I 



if: MEDA MOSES 
~· . ' . ,. 

~ BERITA DAERAH KABUPJ\TEN NGJ\DA TA HUN 2017 NOMOR 34 
7. ti . 
i: ,~·"" , 

;•I :;, 

.~ 
i~ Diundangkan di Bajawa 
'" \ pad a tanggal 14 Septem bcr 201 7 f fSEKRETARIS D~iRAH KABUPATEN NGADA, 

·r; / 
·'l~ .;. 

Ditetapkan di Bajawa 

tember 2017 

ini dengan penernpatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 
~it 
i ~~· .:i' -i~ Wi/ Pasal 16 I. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

(: setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan 
,. 

r r . •. 
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